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Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CILACAP, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6867); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7.  Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9). 
  

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan 

hak dan kewajiban Daerah tersebut. 
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.  
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.  

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

 
BAB II 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 
Pasal 2 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula 
berjumlah Rp.3.768.105.932.134 bertambah sejumlah Rp.122.250.597.852,00 

sehingga menjadi Rp.3.890.356.529.986,00 dengan perincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan  : 
1. Semula  Rp. 3.668.147.255.815,00 

2. Bertambah Rp.      82.138.745.748,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3.750.286.001.563,00 

b. Belanja : 
1. Semula  Rp. 3.768.105.932.134,00 
2. Bertambah Rp.    122.250.597.852,00 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 3.890.356.529.986,00 
 
 



 
c. Pembiayaan : 

1. Penerimaan 

1) Semula Rp.      99.958.676.319,00 
2) Bertambah Rp.      40.111.852.104,00 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.    140.070.528.423,00 
2. Pengeluaran 

1) Semula Rp.  0,00 

2) Berkurang/Bertambah Rp.                             0,00 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.                0,00 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah  

Perubahan  Rp.    140.070.528.423,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 

Perubahan  Rp.   140.070.528.423,00 
 

Pasal 3 

 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 
 

1. Lampiran I :  Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 
Diklasifikasikan menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II :  Rincian Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III :  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah; 
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; 

6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Belanja Bagi Hasil; 

7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan 

Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada 
Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

11. Lampiran XI : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disajikan 
berdasarkan Sumber Dana. 

12. Lampiran XII : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP. 



13. Lampiran XIII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah. 
14. Lampiran XIV Format Komitmen Pemerintah Daerah dalam Belanja 

Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri 
(PDN). 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cilacap. 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal ' ;2 1 OCT 2024 

ETARIS DAERAH 

FIRWANTO 

:,;.....-~~3~ATEN CILACAP, 

RASOJO 

SERITA DAERAH KABUPATEN CILACAPTAHUN 2024 NOMORr4 1 
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